BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang
telah dilaksanakan secara langsung di apotek Anugerah Denpasar pada
tanggal 03 Oktober — 05 November 2022 dapat diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek membekali
calon apoteker untuk memiliki wawasan, pengetahuan,
keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan
kefarmasian di apotek serta memberikan pengajaran untuk
melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara
profesional, disiplin, berwawasan luas dan dapat menjalin
hubungan kerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya.

2. PKPA di Apotek memberikan contoh nyata bagi seorang calon
apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional
di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan
kefarmasian sesuai standar.

3. PKPA di Apotek memberikan pengalaman dan kesempatan bagi
calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang
profesional di sarana Apotek sesuai standar dan kode etik

kefarmasian.
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5.2

Saran

Saran yang dapat diberikan selama melakukan Praktek Kerja Profesi

Apoteker, yaitu:

1.

Mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat selalu mempersiapkan
diri terlebih dahulu mengenai dasar pelayanan kefarmasian,
undang-undang kefarmasian serta manajemen apotek.

Mahasiswa calon apoteker diharapkan berperan aktif dalam
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker sehingga wawasan,
pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh lebih optimal.
Kegiatan pencatatan patient medication record dan home
pharmacy care harus lebih dijalankan lagi guna mencatat dan
memantau obat-obat yang diterima pasien demi perkembangan
kesehatan pasien, serta membangun kepercayaan pasien terhadap

pelayanan apoteker.
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